MENTER] KEUAMEAN
REPUBLIK INDOMNES|A

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REEPUBLIK INDONESIA
NOMOR 181/PMK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 164 /PME.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang @ a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Angpgaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 164 /PMK.05/2015 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Menten
Keuanpan Nomor 227 /PMEK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menter: Keuangan Momor
164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri;

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas
luar negen sccara lebih efisien dan efektif dengan tetap

memperhatikan prinsip good governance, perlua melal-:uh:an)z
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perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164 /PME.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negern scbagaimana telah dinbah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomaor
227 /PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Mentenn Keuangan tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menten Keuangan Nomor 164 /PMK.05/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Megert;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNegara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Momor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan  Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

2. Peraturan Menternn Keuangan Nomor 164 /PME.Q5/2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pegalanan Dinas Luar
Negeri (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 227/PMEK.05/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2 146);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTER|I KEUANGAN NOMOR
164 /PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 164/PMEK.05/2015 tentang Talta Cara Pelaksanaan
Perjalanan  Dinas Luar Negeri [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menileri Keuangan Nomor
227 /PMEK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146), diubah sebagai
berikut);

1. Ketentuan BAB [XA diubah, sehingga berbunyi schagai
berikut:

BAH IXA
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalafian
Dinas Pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan
tertentu, pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan
Perjalanan Dinas Pindah dapat dilakukan pembatalan.

(2) Pembatalan untuk Peralanan Dinas  Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan
oleh pejabat yang menerbithan Surat Tugas,

(3) Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
. adanya keperluan dinas jabatan lamnya wvang

sangat mendesak/ penting dan tidak dapat I:Iitu.nda;I‘

danfatau

www.jdih.kemenkeu.go.id



S

. sebab lainnyva yang disertai dengan dokumen
pendukung  wvang relevan dengan  alasan
pembatalan.

(4} Pembatalan untuk Perjalanan Dinas  Pindah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulan
dengan surat pernyataan pembatalan yvang diterbitkan
olech  pejabat yang menerbitkan  surat  keputusan
pindah atau pejabat vang ditunjuk.

(3) Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam
hal:

a. adanya pembatalan surat keputusan pindah;
dan /atau

b. scbab lamnya vyang disertai dengan dokumen
pendukung wang relevan dengan  alasan
pembatalan.

(8) Biaya wvang timbul atas pembatalan pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.

(7] Dalam pembebanan biaya pembatalan sebagaimana
dimaksud pada avat (6) untuk Perjalanan Dinas
scbhapaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,
Pelaksana SPD menyvampaikan dokumen kepada PPK
sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas .Jabatan dari pejabat yang menerbitkan
auratl Tugas, vang dibual sesual [ormal tercantum
dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Menteri ini;

b. dalam hal Pcralanan Dinas Jabatan atas dasar
undangan dari pihak lain, Surat Pernyataan
Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
dilampiri dengan surat undangan atau surdt

pemberitabuan pembatalan dan pihak

pengundang; gr
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c¢. dalam hal pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan
atas sebab lainnya, Surat Pernyatasn Pembatalan
Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dilampiri dengan
dokumen pendukung vang relevan;

d. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan
Perjalanan Dinas Jabatan yang ditandatangani oleh
PPK, yang dibuat sesuai format tercantum dalam
Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

e. Pernyataan/tanda bukti besaran biayva pembatalan
vang disahkan oleh PPK.

(8] Dalam pembebanan biaya pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) untuk Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruaf b,
Pelaksana SPD menyampaikan dokumen kepada PPK
sebagal berikut:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas Pindah dari pejabat yvang menerbitkan surat
keputusan pindah atau pejabat vang ditunjuk,
vang dibuat sesusi  format tercantum  dalam
Lampiran huruf E yang merupakan bagian ltdak
terpisahkan dar Peraturan Menteri ing;

b. dalam hal pembatalan Perjalanan Dinas Pindah
atas sebab lainnya, Surat Pernyataan Pembatalan
Tugas Perjalanan Dinas Pindah dilampin dengan
dokumen pendukung yang relevan;

¢. Surat Pernyvataan Pembebanan Biayva Pembatalan
Perjalanan Dinas Pindah yvang ditandatangani oleh
PPK, yvang dibuat sesuai format tercantum dalam
Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Menteri ini; dan

d. Pernyataan/tanda bukt besaran biaya pembatalan
yang disahkan oleh PPK.
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Pasal 294

i1) Biaya pembatalan vang dapat dibebankan pada DIPA
satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (7) meliputi:

a. sebagian atau seluruh biaya tiket transporiasi yang
tidak dapat dikembalikan/refurnd atau biaya
pembatalan tiket transportasi;

b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak
dapat dikembalikan/refund atau biaya pembatalan
penginapan;
biaya aplikasi visa; dan/atau

d. biaya lainnya dalam melaksanakan Perjalanan
Dinas sepanjang dipersyaratkan di | negara
Penerima.

(2] Biaya pembatalan yvang dapat dibebankan pada DIPA
satuan kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (8] meliputi:

a. scbagian atau seluruh biaya tiket transpeortasi yang
tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya
pembatalan tiket transportasi;

br. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak
dapat dikembalikan/refund alau biava pemnbatalan
penginapan;

¢. biaya barang pindahan;
biaya aplikasi visa; dan/atau

e. biaya lainnya dalam melaksanakan Perjalanan
Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara

PENErima.

2. Ketentuan ayvat (3} huruf a dan huruf b, serta ayat (4)
huruf a dan huraf b Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30

berbunyi sebagal berilkouat:

Pasal 30
(1) Pelaksana SPD menyvusun  pertanggungawaban
pelaksanaan Perjalanan Dinas, berupa:
a. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
b. pertangpungjawaban biaya Perjalanan Dinas. g

www.jdih.kemenkeu.go.id



{2] Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Laporan pelaksanaan kegiatan untuk Perjalanan
Dinas Jabatan yang dilakukan untuk keperluan
sehagal berikut:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan;

2. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;

3. melaksanakan pengumandahan (detasering);

4, mengikuti konlerensi/sidang internasional,
seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-
kegiatan vang sejenis;

5. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan
promosi; dan/atau

6. mengikuati training, pendidikan dan pelatihan,
kursus singkat (short course), peneliian, atau
kegiatan sejems.

. ljazah atau surat keterangan telah menyelesaikan
tugas belajar untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan untuk keperluan mengikuti tugas belajar
di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan
formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan
post doctoral;

o, Hasil diagnosa dan tim medis atau rumah saldt
untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan
untuk keperluan mendapatkan pengobatan di luar
negeri berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan
Lembaga; dan

d. Surat keterangan penjemputan dan pengantaran
jenazah untuk Penalanan [Dinas Jabatan yang
dilakukan untuk keperluan menjemput atau
mengantar jenazah Pejabat Negara, PNS, PPPK,
anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan
Pihak Lain yvang meninggal dunia di luar negeri

f

karena menjalankan tugas negara.
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(3] Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk
Perjalanan  Dinas Jabatan dengan melampirkan
dokumen berupa;

a. SFD;

b. surat pernyataan dari Pelaksana SPD yang dibuat
sesual format tercantum dalam Lampiran huruf H
vang merupakan bagian tidak terpisashkan dari
Peraturan Menteri ini;

¢. kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai
jumlah hari yvang digunakan untuk melaksanakan
Pernalanan Dinas Jabatan;

d. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya
transportasi, terdiri atas:

1. bukti pembelian tiket transportasi dan/alau
bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya;
dan

2. boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan
retribusi;

e. kuitansif/bukti pengeluaran yang sah untuk biayva
penginapan bagi  Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf ¢ dan huruf d;

f. Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangam oleh
Pelaksana SPD dan PPK  dalam hal bukt
pengeluaran untuk biaya transportasi tidak
diperoleh, yvang dibuat sesual [ormat tercantum
dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Mentcri ini;

g. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang
representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat {2) huruf ¢; dan

h. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya
asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (8) huruf b dan huruf ¢,
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(4] Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk
Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan
dokumen berupa:

a. 3PD;

b. surat pernyataan dari Pelaksana SPD yang dibuat
sesual format tercantum dalam Lampiran huraf H
yvang merupakan bagan tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri inj;

¢. kuitansi/bukt penerimaan untuk biaya
transportasi, biaya barang pindahan, dan uang
harian; dan

d. kuitansi/bukti pengeluaran vang sah untuk hiaya
asuransi perjalanan yvang terpisah darl harga tiket
Moda Transportasi vang digunakan.

(5} Pelaksana SPD mengirimkan atau menvampaikan
doloumen pertanggungjawaban sebagai berikut:

a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah  Perjalanan Dinas  Jabatan
dilaksanakan;

b. Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan;
dan

c. Dokumen schagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada PPE paling lambat 8 (delapan) hari kera
sctelah Peralanan Dinas Pindah dilaksanakan.

3. Ketentuan Lampiran [V dan Lampiran V Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 164 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri  diubah,
sehingza menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf A dan Lampiran hurul B yvang merupakan bagian

P

yvang tidak terpisahkan dan Peraturan Mentern ini.

www.jdih.kemenkeu.go.id



=16 -

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227 /PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 164 /PME.05/2015 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negenn dimabah,
schingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf C, huruf D, huraf E, huruf F, dan huruf G yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

5. Menambahkan 1 (satu) Lampiran dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 164/PME.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
227 /PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 164 /PMK.05/2015 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negen, yakni
Lampiran huruf H, =ehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huraf H yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal Il
1. Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas vang
telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, dilaksanakan berdasarksan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  1272)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164 /PMEK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146).

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. gf
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDEAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tid.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20192 NOMOR 13547

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b. R
Plt. Kepala Bagian TU Kementerian

.
i s
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 181/ 05/201%
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 164/PME.0O5/2015 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

A, KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

. . Biaya
B Jumlah H
Tr&T::nr Uang = e " | Pemetian dan
. | Harian ™ . Angkutan
Pega dibayarkan
e s Jenazah

Jenis Perjalanan Dinas

' [
Jabatan

1. | Perjalanan Dinas Jabatan
dalam rangks sesuai hari
pelaksanaan tugas dan N v pelaksanaan -
hungs: yang melekat pada kegiatan
Jjabatan.

2. | Perjalanan Dinas Jabalan
dalam rangka mengikuti
tugas belagjar di luar
negeri  dalam  rangka J | Lama
menempuh pendidilkan Perjalanan
formal setingkat Strata 1,
Strata 2, Strata 3, dan
post docforal.

3. | Penalanan Dinas Jabatan
dalam rangka
mendapatkan pengobatan Maksimal 14
dli huar negeri -.|' i (empatbelas) 2
berdasarkan  keputusan hari
Menteri [ Pimpinan
Lembaga.

4, | Penjalanan Dinas Jabatan
dalam ranpka menjemput
atau mengantar jenazah
Pejabat  MNegara, PNS, I
PPPK, anggota THNI, |
a.nggc-ta PDL.EI: Pe;al:-.:a:t . | Maksimal 5 .
Lainnya, +Iﬂa.:r| Pihak .Lﬂm W W At isrd y
yang memnggal dunia di

luar negeri karena
menjalankan tugas
Negara,

" b4
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. . Biava
: : . Bia Jumlah H
NO Jenis Perjalanan Dinasg T e Uang e Pemetian dan
Jabatan Begmnnt | IR e || Ansimn
1 an
Jenazah
3. | Perjalanan Dinas Jabatan hangt
dalam rangka mengikut E i | G
; ; i N L pelaksanaan -
kematan magang di luar .
; kepiatan
negeri.
6. | Perjalanan Dinas Jabatan =
dalam ranglka Maksimal 90
melaksanakan Y { {Sembilan -
pengumandahan puluh) hari
|Detasering.
7. | Perjalanan Dinas Jabatan B
dalam rangka mengiluti
konferensi [eidang sesual hari
internasional,  seminar, i i pelaksanaan -
lokakarva, studi banding, | kepiatan
dan kegiatan-kegiatan
VANE Sejeiis.
B. | Peral i
erjalanan Dinas Jah_atan serual Hati
dalam rangka mengilkut J J .
dan/atau melaksanakan pe: 7
: leematan
pameran dan promosi.
4. | Perjalanan Dinas Jabatan
dalam ran ikt
TR g]-:al Fuengﬂ-mﬂ sesual har
training, pendidikan dan i
; : Y Y pelaksanasn
pelatihan, kursus singkat .
il kegiatan
{short course), penchban
atau kegiatan sejenis.

Eeterangarn:

i . Paling tinggl 30% [tega pulub persen] dan tarf vang harian selama masa perawatan,
bagi Pelaksana ZPD yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan periu
dirawat di rumah sakit,

4, Paling tngel 80% (delapan pulub persen] dar uang harian swamifistri, bagi
istrifsuami Pejabat NWegara, PING, anggota TNI. snggota Poird, dan Pejabat Lainmya,
vang dizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas Jabatan.

3. Paling tinggi 80% (delapan pulubh persen] dari tarif terendah, bagi pegawal sciempat

[tocal staff] vang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.
4, Paling timggi 30% (bga puluh persen) dan taril diberikan kepada Pelaksana SPD yvang
melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan pada angka 7, angka 8, dan angka 9, dalam

hal biaya akemodasi disediakan oleh pengundang/pibhak penyelengeara/ pihak di Juar

negeri,

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada angka 4 diberikan vang bharian dan blava transportasi
paling banyak untuk 4 [empat] orang.

f
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B. GOLONGAN PELAKSANA 5PD DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI

B MODA TRANSPORTASI
GOLONGAN
NO PELAKSANA SPD FERJALANAN | PESAWAT ARGRLTAN
DINAS UDARA *) DﬁRTJIMR
1 2 3 | 3
1. |a. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga . F‘Erﬁﬁﬁ Business
Tinggm Nepara. Ekseloutil
b. Menter, Gubernur / Walkil A Business Business
CGubernur, Bupati/ Wakil Bupati,
Walikota/ Waldal Walikota, Duta
Besar Luar Biasa dan Berlkuasa
Penuh/Kepala Perwakilan, dan
pejabat ncgara lainnya yang
sEtara termasuk Pimpitan
Lembaga FPemerintiah MNon
Kementerian  dan Pimpinan
Lembaga lain vang dibentuk
berdasarkan peraLuran
perundang-undangan, Anggoia
Lembaga Tinggi Negara, Pejabat
Esclon |, dan pejabat lainnya
yang setara.
2. | Duta Besar, Pepawai Negeri Sipil B Business Business
Golongan [IV/c ke atas, Pejabat
Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polrd,
utusan khusus Presiden (special
enwoyy), dan pejabat lainnva yang
selara.
3. | Pegawsi Negeri Sipil Golongan Ill/c & Published/ Business
sampai dengan Oolongan [V/b Ekonomi
dan Perwira Menengah TN/ Polri.
4. | Pegawail Negeri Sipil dan anggota D Published/ Business
TNI/Polri selain yang dimalsad Ekonomi
pada Golongan B dan Golongan C. |
Keterangean:
*) Moda transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi.
] Moda transportast angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah, ’l
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C. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

E'EFEELEEM Nm&-“hmbﬂm
|ﬂ EEQLE i Lt et

ﬁnl&!ry.-"f.rrﬂrn!h:m Cade No.

Hﬂmﬂ[ .
NicrE NSRRI e £ |

LETTER OF OFFICIAL TRAVEL

; E N ! E -h | E; E!Egn ........... TITHIRERTR e I_q'l
Atllfﬂ‘ﬂiﬂ' D_m-tﬂr

Nome Emologee Register Number of the

nsgigned affieer

EXffickal ek &

b Jaba'.can,njlﬂat_ann.-l B Y EREE e R |
Position Institudion

AL - pErEUnAks w18

Hufi’i: nfﬂrﬂmparmhun

Tempat berangkat RIS F I, 7 1|

2 R Point af Depuarture

y,  Tetmmat Tujuan b e 12
Foirg of Destingtion

Lamasiys Perjalinan Dinas iR e ]

Duration of Official Traoved &

Tangral berangkat B R ) I ||

e, SRR & 11

Ereed of cssipmment Date Bt of
assigFimend date

Companion  Mame Date af Birth ) Note

TR a e P i

SIS S P

L s 18] SPPRY | L o T

B Instittion : SRRTTTRP N ) . |

l::cﬁrg_fdm 2 sl b TRE

Lo

Aﬁﬂmmlﬁbﬁ: e T E

Crass 1F et Applicable Flace of EEtiance ATERRE RN IR RN 5.,

Tanggal
Date of lssuance i s ki e ]
Pejabat Pemmibuat Kﬂnﬂtﬂﬂl

Autherteing Ofifoer

NP
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAE (SPD)

(1) | Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang
dibebani biaya Perjalanan Dinas.

(2) | Diisi kode nomor SPD
(3) | Diisi nomor SPD

{(4) | Diisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/jenis PPK kegiatan tertentu
apabila dalam satker terdapat lebih dari 1 (satu) PPK.

(3) | Diisi nama/NIP pegawal yang melaksanakan peralanan dinas
(Pelaksana SPD).

(6) | Diisi pangkat dan golongan Pelaksana SPD.
7 _Diisj jabatan /instansi Pelaksana SPD.

{8) | Dusi tingkat biaya Perjalanan Dinas Pﬂlﬂk!_a_a.t_la SPD.

(9) | Diisi maksud dari dilaksanakannya Perialanan Dinas.

(10) | Diisi jenis alat angkutan/transpor vang digunakan.
(11) | Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan Pelaksana SPD,

(12) | Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

TEPEPE P

(13) | Diisi lama waktu dilaksanakannya Perjalanan Dinas dengan satuan
hari.

(14) | Disi tanggal keberangkatan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(13) | Diisi tanggal harus kembali ke tempat kedudukan semula atau tiba di
tempat tujuan baru untuk perjalanan dinas pindah.

(16) | Diisi nama pengikut atau yang turut serta dengan pegawai yang
melaksanakan Perjalanan Dinas, khusus untuk Perjalanan Dinas
Pindah.

(17) | Diisi dengan tanggal lahir pengikut/yvang turut serta dengan pegawai
yvang melaksanakan Perjalanan Dinas, khusus untuk Perjalanan Dinas
Pindah.

(18) | Disi hubungan pengikut dengan Pelaksana SPD, khusus untuk
Perjalanan Dinas Pindah.

119) | Diisi nama satker vang dibebani biaya Perjalanan Dinas.

(20) | Diisi kegiatan, output dan akun dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) yang dibeban.

121) | Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas Pelaksana SPD.
{22) | Diisi tempat penandatanganan SPD.

(23) | Diisi tanggal penandatanganan 3PD.

(24) | Diisi nama dan NIP PPK/jenis PPK |kegiatan tertentu vyang
menandatangani SPD,

www.jdih.kemenkeu.god
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D. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

BINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor

Targgal
No. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
L
2
.
4.
9,
B.
.
a.
JUMLAH - Ep
Terbdang
............. i tm,mnl, 'I:Iulnn, tahun
Telah n|:]:||:|.|:|.:,rnr n;jumlﬂh Telah menenmna ju:rnlu.h. unng sehesar
|7 PR I S UL b ] e o 6w e e
i o R L )
MIP NIP
PERHITUNCOAN 3P0 RAMPUNG
Dhtetaphan eejwmlak T B e e 8 ke
Yang telah dibayar sermula 8 1 S P o B R
Biea kurang/lehih S BRI ki e R

Pejabat Pembuat Komitmen

NIFP

www.jdih.kemenkeu.go.id
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E. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS ....... (1)
PUREEIRE: oriiomtmarmsrerin 12)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama i A A S R M s T
NIP OSSP OOPRPPPRRN |
Jabatan B A N R S A A R e S )
Unit Organisasi A A A R e s s )
Kementerian Negara/Lembaga: . P 4
menyatakan dengan sr;',s'szlnggu.1}'u'13.rz|.j bahwa tugas P-E!‘jElElr'Lﬂ.ﬂ Dmas NTETT (5]
berdasarkan ... (9) Nomor: ......... {10) tanggal._........ {11) atas nama:

Nama B AR SRR SRR S R B S A S R B (12)
Jabatan T L Rt 4 L |
Unit Organisasi i S e e e i e o TR Y
Kementerian Nt:gum;"Ltmbﬂga ....[16)

dibatalkan atau tidak dapat dﬂakaanakan duﬁel:ahkan adanya keperiuan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda/pembatalan

surat keputusan pindah dan/atau scbab lainnya
M O e i R B S o B R BT e b e e i e S R R
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan Perjalanan Dinas
...... (18) tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, sava bersedia dikenakan sanksi
sesual peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,

ﬁ
REROOR" Lcommnummans 20)

%

www.jdih.kemenkeu.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN

PERJALANAN DINAS

(1]

Diisi sesuai jenis Perjalanan Dinas, Jabatan atau Pindah

(2] ‘Diisi nomor surat pernyataan pembatalan tugas P'Erja!an.-an Dinas

(3] | Diisi nama pejabat vang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan
pindah atau pejabat yang ditunjulk

(4) |Diisi NIP pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan |
pindah atau pejabat yvang ditunjuk

ﬁﬁb [iis1 jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan
pindah atau pejabat vang ditunjuk

(6) |Diisi nama unit organisasi pejabat yang menerbitkan Surat Tugas,
surat keputusan pindah atau pejabat vang ditunjuk

(7) |IDnisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari pejabatl  vang
menerbitkan Surat Tugas, surat keputusan pindah atau pejabat yvang
ditunjuk

(&) | Diisi Jabatan atau Pindah

(%) | Diisi Surat Tugas atau surat keputusan pindah

(10} | Diisi nomor Surat Tugas atas surat keputusan pindah

{11) | Diisi tanggal Surat Tugas atas surat keputusan pindah

{12} | Diisi nama Pelaksana SPD ——|

(13} | Diisi NIP Pelaksana SPD

(14) | Diisi jabatan Pelaksana SPD

(15) | Diisi nama unit organisasi Pelaksana SPD

_tlﬁi Diisi nama Kementerian Negam,."Lemi'}Ega dari Pelaksana SPD

(17) | Diisi alasan pembatalan pﬁlaksan&an P:t]alﬁhaﬁ Dinas =

(18) | Diisi Jabatan atau Dinas

(19) | Diisl tempat, tanggal, bulan, dan tahun dltandﬁihngﬂ.m surat
pernyataan

(20) | Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menerbitkan Surat

Tupgas atau pejabat vang menerbitkan surat keputusan pindah atau |
pejabat yang ditunjuk

www.jdih.kemenkeu.g
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. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN FEMBEBANAN

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS ..., i1)

Yang berfanda tangan di bawah ini:
Mama R RIS T R i e e ke e s e e e [
HIP R o B N I S LB b b e S N [3)
Jabatan e . . N .. SR | 4]
Sather e e el e D e T S S E R [5)
Bemenl ey NG TR EIR. it maoer i 6084 5 ash o Ko A s S S8 B b 8 B e R BB 5]
menyvatakan dengan sesungpuhnya, behwa Perjalanan Dinas ... [7) berdasarkan
weee [8) Nomot ... [9) tanggal ...... (10) dan SPD Nomor ........ (11) tangpal ... {12)
AtAR NAma:
MNama L T R A R i i bt b b e o {13)
NIP e A e N A S o e T sy {14)
Jabatan R S e S b £ e S e (15)
Sather B R AT L R R P A A e A 16)
Kementerigm Negara /LembBBREA 1 oo iniioionnnms iossins sebss bossis sibsios it sss s ssianis {17
dibatalken sesum dengan surat Pm}rm Pembatalan Tugas Pegalanan Dinas

i 1B Nomor e « (19) tanggal ...cii0ne [20)

Berkennan dengan pembatalan tersebut, biava pembatalan yang telah terlangur
dibayarkan atas beban Daftar lsian Pelakeanaan Anggaran (DIPA) tidak dapat

dikembalikan/ refund (schagian/scluruhnva) schesar Rpoo.... (i) 121), Bchingga
dibebanken pada Daftar Ismian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)] Nomor e [22]
tanpgal............ {23) Satker ..., (24).

Demikian suret pernyataan ine dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian har
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sankei sesuai
peraturan perundang-undangan,

f
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PETUNJUEK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

(1) Diisi sesuai jcnié_l:'crjﬂlanan Dinas, Jabatan atau Pindah

{2) | Duisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas
(3] |Iisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas

(4] | nisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas
(3] | Diisi nama satuan kerja yang dibebani hiaya Perj alanan Dinas
_{é]__ai_él_ﬁéf;l;_ﬁgmmtcnan I‘charaf Lembaga dari satuan kerja yang
dibebani biaya Perjalanan Dinas

[7) | Diisi Jabatan atau Pindah

(8] Diis1 Surat Tugas atau surat keputusan pindah

(9] | Duisi nornor Surat Tugas atau surat keputusan pindah

(10} | Diisi tanggal Surat Tugas ataw sural keputusan piﬁi:iah

(11} | Duisi nomor SPD

(12) | Diisi tanggal SPD

(13) | Diisi nama Pelaksana SPD

(14} | Diisi NIP Pelaksana 3PD

(15) | Diisi jabatan Pelaksana EPD

(16) | Diisi nama satuan 11:1:1]&1 yang dibebani naya Perjalanan Dinas

{17) | Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang |
dibebani biaya Perjalanan Dinas

(18) | Disi1 Jabatan atau Pindah

(19 | Diist nomor surat Pernyataan Pembatalan Tugaa_Ft:lj alanan Dinas

'EE{}] Diisi tanggal surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas

(21) | Diisi dz:nga_n ]um]ah angka dan huruf biaya pembatalan vang tidak
 dapat dikembalikan, refund sebagian/seluruhnya

{22] | Diisi nomor Daftar [sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kcrja

yang dibebani biava Perjalanan Dinas

(23] | Diisi tanggal DIPA satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas
{24] | Diisi nama satuan kerja ymp;dlbc%a.nl ayva Penjalanan Dinas

[25] | Dhisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat

 penyataan

(26) | Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani
biaya Perjalanan Dinas

7
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G. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Hama e o I R o L 1 S
HIP S e S S S PR AR i o8
Jabatan B e L e e o

bardasarkan Burat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor. ... . tanggal . ... , dengan ini kam

menyatakan dengan sesungguhnye bahwa:

1. Bisys transportas: pegawal di beawah ini vang tidak dapat diperoleh bulkti-bulkti
pengeluarannyva, meliputs:

Ho T Enan Jumlah

Jumial

2. Jumlah uzng tersebut pada angka 1 &1 atas benar-benar dikeluarkan uniuk pelaksanaan
Perpalanan Dinas dimalsud dan apabila di kemudian han terdapat kelebihan atas
pembayaran, kami barsedia untuk menyetorkan kelabthan tersabut loe Kas Nagara

Demiltian pernyvatasn ini kami buat dengan sebanarnva, untule dipergunalmn sabagnimana
meshinya,

Mengetahui/Menyetupa: 000000000 e tanggnl, bulan, tahun
Pegabat Pernbuat Komitmen, Palnitamna SPD,
WIF e 1) 1 N

7
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H. FOEMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS
PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP

Jabatan

...................................................................

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melaksanakan tugas
perjalanan dinas sesual  dengan Surat  Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor............tanggal.............

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi
sesual peraturan perundang-undangan.

FClE.liH-Ell'.lEl SPD,

meterai
Rp6000,-

& |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan ashinya
Kepala Biro Umum
ub, = —=
Plt. Kepala Eﬁ;ﬂh 'T—LL Kq‘mentmmn

T Y

tur S 1 f 11

| h1IlUU”"” | . |l

.__.__-—-—". = _:-" 'I.'I

i i
ANWARI A
NIP 1962 160%29 1001
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